
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 55 TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklaljuti pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2012 lelrtaI].g Retribusi Tempat

Rekreasi Dan Olatrraga, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubalan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentalg Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga'

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 Tentang

Kepariwisataan (lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan

I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentarg

Pajak Daerah dan Retribusi Daera}r (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia

Nomor5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Ne gara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan

lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentarg Perubahal Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10

Nomor 1 19, Tambahan kmbaran Negara Repubtik

Indonesia Nomor5l61);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Peagelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Daerah Nomor 2 Taltun 2012 tentang

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (tcmbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O12 Nomor

2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 'lah]ulr 2Ol2

tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olalraga

(l,embaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2019 Nomor 13);

5.

4.

7.

6.
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Menctapkan :

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tent'ng

Pembentuka! dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 10)'

MEMIJTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEruNWK TEKNIS

PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN

2OI2 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN

OIAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas

2. Pemerintah (abupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

Bupati adalah BuPati Musi Rawas.

Kanrasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya.

Sekretaris Daerah adatah Selretaris Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Perangkat Daerah yang sel,anjutnya disingl€t PD

adatah Perangkat Daerah yang membidangi Rekreasi

yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabuPaten

Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis yang setranjutnya disin8kat UPT

adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau

Badan yalrg mels}sanakan kegiatan telimis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunja[g tertentu.

Tempat Relireasi adalah fasititas rekreasi yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah lkbupaten Musi

Rawas terEasuk fasilitas penunjangn]ra.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Musi Rasas.

Retribusi Daera} yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atauBadan.

Surat Ketetapal Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalal surat ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi

yangterhutang.

Juru Pungut adalah petugas yang bertugas memungut'

menerima dal menagih uang sesuai dengan rekening

penerimaan yang menjadi tanggungiawabnya.

Bendahara Penerimaan adalah bendaham yang

me mpunyai tugas untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan dan mempertanggung jawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada PD terkait.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

mempakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

tainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya.

lo.

11.

12.

13.
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16. Wajib Retribusi adalah orarg pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu'

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nana Rctribusi adalah Rctribusi Tempat Rekreasi Milik

Pemerintah Ihbupaten yang dipungut atas jasa Fnyediaan

Tempat Rekreasi term.asuk fasilitas penunjang lainnya yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten'

Pasal 3

Objck Retribusi adalah petrayanan penyediaan Tempat

Rekreasi, Pariwisata termasuk fasittas penunjang lainnya

oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsiP

komersial.

Pasal 4

Subjek retribusi adatah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau memalfaatkan pelayanan jasa

tempat r€lreasi milik Pemerintah Kabupat€n.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan

diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB M

TATA CARA DAN TEMPAT PEMUNGT]TAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pcmbayaran rctribusi dilakukan oleh wajib rctribusi

pada aaat atau sebelum memasuki temPat relceasi-

TeEpat pemungutan retribusi adalah di loket yang

disediakan di UP-I tempat pel,ayanan fasilitas temPat

rekreasi atau tempat lain yang telah ditentukan'

(l)

a

(1)

a

5
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p Tanda buki pemungutan retribusi tempat rekreasi

adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaima-na

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini'

(4) Karcis sebagaimana dimalsud pada ayat (3) harus

sudah diperforasi/tanda pengesalan khusus legalitas

dengan menggunakan alat pelubang dan/atau stempel

terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajal(,

retribusi, oleh PD yang membidangi keualgan daerah'

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RE"TRIBUSI

Pasal 6

Pengurangan dan atau keringalan dan atau pembebasan

retribusi diberikan kePada :

kegiatan sekola}, dalam hal ini untuk kegiatan amal,

kepramukaan dan kePendidikan;

kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan

biro pefalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan

minimal 50 orang.

b.

c.

(l)

(21

(3)

Pasal 7

Pengurangan dan/atau keringana!

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

maksimal 50o/" (lima pu.luh perseratus).

Pengurangan dan/atau keringanan

sebagaimana dimaksud da.tam Pasal 6

maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

Pengurangan dan/atau keringanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

maksimal 20% (dua puluh lima Perseratus).

Pasa.t 8

Pengurangan dan/atau keringanan

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 6

dilaksanakan juru pungut secara langsung

pemungutan,

retribusi

huruf a

retribusi

huruf b

retribusi

huruf c

(q retribusi

huruf a
di lokasi

D,
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O Pengurangan dan/atau keringanan retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan

hr:ruf c dilaksanakan oleh PD.

S Pengurangan darl/atau keringanan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)

dilampiri dengal:

a. pmposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;

b. surat keterangan dari instansi terkait; dan

c. alasan permohonan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis

fasilitss tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.

BAB VI

PENYETORAN DAN PENGEIOI,AAN KEUANGAN

Pasal 10

Rctribusi yang dipungut dketor oleh pctugas yarrg

ditunjuk atau jrru pungut tempat rekreasi kepada

Bendahara Penerimaan pada PD yang penyetorannya

dibf<ukan dalam jangka watdu selambat-lsmbatnya 1

(satu) hari kerja berikutnYa.

Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara

Penerimaan PD sebaggimana dimaksud pada ayat (l),

selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah

Kabupaten Musi Rawas dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG SUDAH KADALI'WARSA

Pasal 11

fl Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah

mel,ampaui walrtu 3 (tiga) tahun.
7
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A Wal<tu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung sejal tanggal diterbitJcannya

SKRD atau dokumen lain yang diperaamakan'

Pasal 12

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.

Setiap tahun Kepala PD men)rusun daftar nominatjf

piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Kepala PD mengajukan permohonan penghapusan

Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif

sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) kepada Bupati

disertai dengan alasan dan keterangan waktu

penagiharr.

Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi

berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud

pada ayat l2l yang digr:nakan sebagai dasar

penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun

Anggaran berikutnya.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Insentif diberikal kepada Instansi Pelaksara

Pemungut Retribusi Daerah.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

proporsionat dibayarkan kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Sekretar:is Daerah; dan

c. Pejabat dan pegawai Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata sesuai dengan tanggung jawab masing-

masing.

Pemberian Insentif wbagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untut< meningkatkan:

a. Kinerja Instansi;
a

e

(i)
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b.

c.

d.

Semangat keda bagi pejabat atau pegawai InBtansi;

Pendapatan Daerah; darr

PeLayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 3 ayat (U

diberikan kepada Instanai Pelaksana Pemungut

Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu'

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud Pada ayat (f)

adalah pencapaian target penerirnaan pajak yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang dijabarkan slecara triwulanan

sebagaimana Grcantum dalam lampiran II Peraturan

Bupati ini.

Pemberian lasentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan

berikutnya.

Dalam hal target kine{a setiap triwulan tidak rcrcapai,

Ineentif r:ntuk triwr:lan tersebut dibayarkan pa.da awal

triwulan berikutnya yang telah mencapai tar8et kinerja

triwulan yang ditentukan.

Dalam hal tarSet kinerja pada akhir tahun anggaran

penerimaan tidak tercapai, tidak membat€Ikan Insentif

yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya'

Penerima dan besamya Insentif Retribusi Daerah yang

dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)



(1)

BAB IX

PENGANGGARAN, PEI.AKSANAAN,

DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Musi Rawas menlrusun pengsnggaran Insentif

pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 6 a1'at (1) huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah'

Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan

ke dalam belalja tidak langsung yang diuraikan

berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja

Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek

belanja Retribusi.

Pasal 16

Dalam hat target penerinaan Retribusi pada akhir tahun

anggaran telah tercapai atau terlamPAui

insentif belum dapat dilalukan Pada tahun anggaran

berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun

anggaran berikutnya yang pelaksa-naannya sesuai dengan

ketentr.ran peraturan pen:ndang-undangaa.

Pasal 17

Pertanggung jawaban Pemberisn Insentif diLakukan sesuai

dengan ketentuaJr perahlran penrndang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) UPT membuat laporan hasil penerfunaan retribusi di

wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala PD

terkait.
lo
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Kepala PD membuat laPoran hasil rekapitulasi retribusi

tempat rekreasi kePada BuPati'

Dalarn raneka pengawasan dan pembinaan, Pejabat PD

terkait $ajib metakukan monitoring dan evaluasi ke

masing-masing temPat Rekrea.si.

Peraturan Bupati

BABxI
PENI, ruP
Pasal 19

ini mulai bertraku pada tangal

diundanglan.

Agar setiap

pengurdangan

penempatannya

Rawas.

ofang mengetaltuinya,

Peraturan Bupati

dalam Berita Daerah

memerintahkan

ini dengan

IGbupaten Musi

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggaf to g,{to{l\rA[ 2020.

Diundangkan di Muara Beliti

pada tangqal 2o2O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR...

11



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : Ct TAHUN 2O2O

TENTANG: PSTUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT REKREASI

DAN OI,AHRAGA

TANDA BUKTI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No: seri : ..................
Tanda masuk Pembayaran

Tempat rekreasi

Objek wisata
Berdasarkan Petda Nomor 8 tahun 2Ol2 tentang

Retrebusi Tempat Relaeasi dan oLahraga
s€bagaimana telsi diubah dengan Perda Nomor
13 Tahun 2019 tentsng Perubahan Atas Ferda

Nomor 8 tahun 2012 tentalg Retrebusi Tempat
Rekreasi dan Olab.aga

Rp,3O0O,-
( dga nbu flipi<ru

Satu kali masuk objek vrisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Musi Rawas

Tanda hasuk pembayatan
Tempat relseasi

No: seri

Objek wisata
Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang

Retr€busi Tempat Rekreasi dan olahraga
sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Ataa Perda NoEor
8 tahun 2012 tentang Retrcbusi Teapst Rcldeasi

dan olahraga

Rp.soOO,-
( tiga rittu ruPiah)

Satu kali masuk objek wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas

No: seri : .......,..........
Tanda masuk Peltrbayer:an

Tempat rekeasi
Objek wisata

Berdasarken Perda Nomor 8 tahun 2Ol2 tcntang
Retrebusi Tempat Relaeasi dan olahraga

s€bagaimara telah diubah dengaD Perda Nomor
13 Tahun 2019 tenta.ng Perubalan Atas Perda

Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat
Reldeasi dan Olahraga

Rp.50O0,-
( lima ribu rupiah)

Satu kali rBsuk objek vrisara
Dinas Kebudayaan dan Peiiwisata

Kabupaten Musi Rawag

No: seri : ......... ....... ..
Tsnda masuk Pembayaran

Tempat rekreasi

Objek wisata
Berdasarkan Perda No6or 8 tahun 20l2 tentang

Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga
sebagaidEna telah diubal dengon Perda Nomor 13

Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Perda Nomor
8 tahun 2012 tentang ReEebusi Tempat Rekreasi

dan olahraSa

Rp.5O0O,-
( lirna ilru ruPiah)

Satu kali masuk objek *'isata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas

;



No: acri : . . . . . . . . . ' . . 
. . . . . '

Tonda Basut Pcdbeyaran
TcmPat rckr€asi

Obiek wisata
E d;arkan F.'da NoEor 8 tahun 2012 tetrtarg

R.tsbusi Tcrtrpat RcLrrasi dan olahlagE
lcb.gaiEatra tclih diuboh dcogBn Peda NoEor
f3 Tahun 2019 trntang Fli'ubahea Ata. Ferda

No&o. 8 tahun 2012 tcntanA R ttrebusi Tempat
Rekla8i dan Olahraga

Rp.1O.OOO,-
( wrhth ri,a tuPio

Satu kali Ea.uk ouck wisata
Diias KcbudayaEn dan Padrtisata

fabup.tcn Mu.i R.lrEr

No: ssri : . . , . . . . . . . . . 
^ 

. . . . '
Tanda EABuk Pcobeyqran

TeEPat tllcEasi
Objek wisata

Bcrdelerkan Pedt l{omor A tahun 2012 tctrtalg
Rctrtburi Tc8pot Rckrcasi daa oLhlagl

*hazaimena tclah diubah dcoE8tr Ha Nooc l3
Tah;; 2of9 tcntang Perubahan Ata! HE Nomor
8 tahun 2012 teotarlg Rclrcbu.i Tcopat Rckrasi

dan olahragg

Rp.10.OOO,-
( qtuhtibtr ruPiahl

Satu kali Easut ohi.k wilata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Musi Rawas

BUPATI RAWAS,

UNAWAN
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